BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2013 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Rencana Umum. Penanaman Modal. Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
DAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);

b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun
RUPMP dan RUPMK, dipandang perlu menyusun
pedoman penyusunan RUPMP dan RUPMK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
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Mengingat

Menetapkan:

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
210);

. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun
2011;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN RENCANA
UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
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Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan
modal dalam negeri.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan wusaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.

Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM,
adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan
ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku
sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya
disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal
daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan
prioritas pengembangan potensi provinsi.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal
daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman
Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah
daerah kabupaten/kota, meliputi Badan/Kantor/Dinas.

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang
selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, dengan
bentuk sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang
menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman
Modal di pemerintah provinsi.
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